






Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 
akuntabilitas, opini audit BPK, temuan audit BPK, dan penerapan teknologi dan 
informasi terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi. Berdasarkan hasil regresi 
linear berganda, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, opini audit BPK, temuan 
audit BPK, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh 
secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel akuntabilitas, 
opini audit BPK, temuan audit BPK, dan penerapan teknologi informasi dan 
komunikasi dapat menjelaskan variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 39,6%, 
sedangkan sisanya 60,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Lebih 
lanjut, hasil regresi linear berganda juga menunjukkan bahwa variabel 
akuntabilitas dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh 
positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, variabel opini audit BPK 
dan temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal 
ini dikarenakan akuntabilitas yang kuat akan meningkatkan kapasitas kinerja, 
pelayanan kepada masyarakat, dan mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Opini audit BPK tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini 
dikarenakan audit keuangan lebih banyak berkaitan dengan hal-hal bersifat 





baik harus dibarengi dengan kinerja yang baik dan bebas korupsi. Temuan audit 
BPK tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan 
temuan audit BPK dalam rupiah rata-rata hanya sebesar 1,2 % dari total anggaran 
belanja daerah, sehingga pengaruh negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat 
tidak kuat. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh positif 
terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan penerapan teknologi 
informasi dan komunikasi dapat menghilangkan sekat-sekat birokrasi, mengurangi 
korupsi, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah IPM belum dapat mewakili 
semua aspek kesejahteraan masyarakat. Apabila merujuk pada aspek 
kesejahteraan masyarakat dari BPS, IPM baru dapat menjelaskan tiga aspek 
kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang 
layak, sedangkan aspek kependudukan, ketenagakerjaan, perumahan dan 




Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak 
kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
menggunakan ukuran kesejahteraan masyarakat yang mampu mewakili semua 





masyarakat yang lain seperti kependudukan, ketenagakerjaan, perumahan dan 
lingkungan, kemiskinan, dan aspek sosial lainnya untuk melengkapi aspek 
kesejahteraan masyarakat yang belum terangkum dalam IPM. 
 
5.4. Implikasi 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan penerapan 
teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan 
masyarakat provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan 
penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintah daerah provinsi 
perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk medukung terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat. Di sisi lain, opini audit BPK dan temuan audit BPK tidak 
berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa, 
selain berusaha untuk mendapatkan opini WTP, pemerintah daerah provinsi juga 
harus lebih fokus pada pengelolaan keuangan negara yang ekonomis, efektif, 
efisien dan bebas dari korupsi. Selain itu, disamping melakukan audit atas LKPD, 
BPK juga harus lebih banyak melakukan audit kinerja yang berkaitan dengan 
program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
